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BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 6I TAHUN 2018
TENTANG PENJAE}ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI-ANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: a. bahwa UplD puskesmas Ngariboyo dan UPTD puakesmas

Karargrejo adalah sa.lah satu unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magetan yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
dengan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagai dokumen
rencana anggaran tahunan;

b. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan dan perubahan
perencanaan yang telah dilaksanakan melalui Lokakarya
Mini Lintas program diperlukan perubahan Rencana Bisnis
dan Anggarar UpID puskesmas Ngariboyo dan UpTD
Puskesmas Karangrejo dengan mel,akukan pergeseran
rincian belanja;

c. bahwa berdasaikan ketentuan pasal 61 ayat (S) peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O1g tentang Badan
layanar Umum Daerah, Badan i,ayaran Umum Daerah
dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak
melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran;

d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (2), (3), dan (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah



Mengingat : l.

2.

sebagaimana telah beberapa kati diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri Da_lam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja berkenaan dan/atau pergeseran antal.
obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaal;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang perubahan Kelima Atas peraturan

Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 201g tentang penjabaran

Angga,ran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa
Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah
Kotapra-ia Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (L€mbaran Negara Republil Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Xorupsi,
Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan trmbaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(l€mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengaa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerinta_han Daerah (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan
t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SO2)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang pengelolaan

Keuangan Badan t ayanan Umum (Lmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tanbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana
Perimbangan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20l4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4
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tentang Desa (t embaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 123 Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tetah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Talun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan lembara-n Negara Repubtik Indonesia
Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatar dan Belanja
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

15.

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengeloLaal Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Angga.ran pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik tndonesia Tahun 2011 Nomor 45O)
sebagaimana telah beberapa ka.li diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 201g
tentang Peruba_han Keempat Atas peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 32 Tahun 2O1l tentang pedoman pemberian
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17.

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negam Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun 2OOg

tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 200g Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Talun
2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol4 Nomor g.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetar Nomor 4O);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor l0 Tahun 20ig

tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2018 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2Ol8 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2018 Nomor 61), sebagaimana telah beberapa kali diubah
teralhir dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun
2019 tentang perubahan Keempat atas peraturan Bupati
Magetan Nomor 6l Tahun 201g tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSIGN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 6I TAHUN 2OI8
TENTANG PENJAE}ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

16.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati
Magetan Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan Keempat atas peraturan

Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 terdapat pergeseran anggaran pada sisi Belanja

l,angsung sehingga secara keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

l. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah

JumlahPendapatansetetahperubahan Rp. 1.g21.005.99g.575,36
2. Belanja

a. Semula

b. Bertamba}I

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Defisit setelah Perubahan

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Penelimaan setelah perubahan Rp. g 1.g 12.857.868,34
b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah

JumlahPengeluaransetelahperubahan Rp. 15.903.958.000,00
Juml.Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 65.913.g99.868.34
Sisa tebih prembiayaan anggaran- Rp. 0,00
setelah Perubahan

2. Ringkasan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
aebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran I peraturan Bupati ini.

Rp. 1.750.8 1O.3 I 4.4 14,36

Rp. 120.195.684.161.oo

Rp. 1.809.4 13.474.806,60
RD. 127.506.423.637.10

Rp. 74.5O7.11a392,24

Rp. 7.31O.739.476.10

Rp. 15.9O3-958.00O,O0

Rp. o.oo

Rp. 1.936.919-898.443.7o

Rp. (6s.913.899.868,34)
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3. Penjabaran Anggaran Pendapatan

lanjut dalam l-ampiran ll diubah
ta.mpiran II Peraturan Bupati ini.

4. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Keia perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 21 Juni 2019

BUPATI MAGETAN,
.ITD

SUPRAWO?O

Diundangkan di Magetar
pada tanggal 2l Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
,TTD

BAMBANG TRIANTO

BEzuTA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 29
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darl Belanja Daerah yang dirinci lebih
menjadi sebagaimana tercantum dalam

dengan aslinya


